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ABSTRAK

Penelantaran anak merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang
sering kali tidak terlihat secara fisik namun berdampak besar terhadap tumbuh
kembang anak. Dalam praktiknya, banyak orang tua yang setelah bercerai
mengabaikan kewajiban mereka terhadap anak, baik dari sisi nafkah, pendidikan,
maupun kasih sayang. Permasalahan ini menjadi penting karena menyangkut hak-
hak dasar anak dan upaya negara dalam memberikan perlindungan maksimal
melalui jalur hukum, salah satunya melalui pencabutan kuasa asuh dari orang tua
yang lalai. Dalam konteks ini, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum
utama yang relevan. Penelitian ini menyoroti relevansi norma hukum tersebut
dengan praktik pencabutan kuasa asuh di pengadilan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Fokus
penelitian tertuju pada dua aspek utama, yakni karakteristik penelantaran anak
sebagai dasar pencabutan kuasa asuh menurut UUPKDRT dan UU Perlindungan
Anak, serta bentuk dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan
putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Pst. Sumber data yang digunakan berasal dari
bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan
hukum sekunder seperti buku dan jurnal hukum. Melalui pendekatan sistematis,
penelitian ini mengkaji bagaimana teori hukum diimplementasikan dalam putusan
pengadilan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencabutan kuasa asuh atas
dasar penelantaran anak dapat dijadikan langkah konkret perlindungan hukum
bagi anak yang ditelantarkan. Dalam Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Pst,
tergugat terbukti tidak memenuhi kewajiban sebagai orang tua, sehingga hakim
mencabut kuasa asuh dan menunjuk kakek kandung sebagai wali. Pertimbangan
hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan prinsip kepentingan
terbaik bagi anak. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan
kesadaran hukum masyarakat dalam menjamin perlindungan anak dari bentuk-
bentuk penelantaran. Selain itu, perlu adanya pengawasan pasca putusan agar
perlindungan terhadap anak berjalan optimal.

Kata Kunci: penelantaran anak, kuasa asuh, perlindungan hukum, pertimbangan
hakim, kekerasan dalam rumah tangga



ABSTRACT

Child neglect is a form of domestic violence that often goes unnoticed due to
its non-physical nature but has a significant impact on a child's development. In
many cases, divorced parents fail to fulfill their responsibilities towards their
children, neglecting financial support, education, and emotional care. This issue
is critical as it involves the fundamental rights of the child and the state’s duty to
provide maximum legal protection, including the revocation of parental authority.
The Domestic Violence Eradication Act and the Child Protection Act are the
primary legal frameworks that govern such actions. This study highlights the
relevance of these laws in the practice of revoking parental custody in Indonesian
courts.

This research employs a normative juridical method with statute,
conceptual, and case approaches. It focuses on two main aspects: the
characteristics of child neglect as a basis for revoking parental authority under
Indonesian law, and the legal reasoning of judges in Decision Number
158/Pdt.G/2018/PA.Pst. Primary legal materials include statutory regulations and
court decisions, while secondary materials consist of legal literature and
scholarly journals. By applying a systematic legal analysis, the research explores
how legal theories are implemented in judicial decisions to protect children’s
rights effectively.

The findings indicate that revoking parental custody based on child neglect
serves as a concrete legal protection for neglected children. In the analyzed case,
the court concluded that the defendant had failed to fulfill her parental duties,
leading the judge to revoke her parental rights and appoint the child's grandfather
as guardian. The judge’s reasoning aligns with positive law and the principle of
the child’s best interests. This study affirms the need for stronger regulations and
increased public legal awareness to ensure children are safeguarded from all
forms of neglect. Additionally, post-verdict monitoring is essential to ensure the
child receives optimal care and protection.

Keywords: child neglect, custody revocation, legal protection, judicial
consideration, domestic violence



